
SALINAN

BUPATI SUHAMARA
pROvlHsl KAIAn4AlrTArv TENGAII

PERATURAN BupATI suKAnAARA
HOMOR 3 TAHUH 2022

TEHTAVG

TATA CARA PEMBAGIAH BAH pEREmpAH RIHclAH AIOKAsl DAHA DESA
TAHufl AlrGGARAN 2o22

DENGAN RAHMAT TUHAN TA)rG MAHA rsA

BupATI suKAmARA,

Menimbang   :   bahwa  dalam  rangka  melaksanakan  ketentuan  Pasal  96  dan
Pasal  99  Peraturan  Pemerintah  Nomor  47  Tahun  2015  tentang
Perubahan  Atas  Peraturan  Pemerintah  Nomor  43  Tahun  2014
tentang   Pelaksanaan   Undang-Undang   Nomor   6   Tahun   2014
tentang Desa,  perlu  menetapkan  Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2022 ;

Mengingat     :   1. Undang-Undang  Nomor  5  Tahun 2002  tentang  Pembentukan
Kabupaten     KatinganS     Kabupaten     Seruyan,     Kabupaten
Sukamara,  Kabupaten  Lamandau,  Kabupaten  Gunung  Mas,
Kabupaten   Pulang   Pisau,    Kabupaten   Murung   Raya   dan
Kabupaten   Barito   Timur   di   Provinsi   Kalimantan   Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2002  Nomor  18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Ijembaran
Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014  Nomor  7,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2014
Nomor  244,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan    Undang-Undang    Nomor   9    Tchun    2015    tentang
Perubahan Kedua Afas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
teritang   Pemerintahan   Daerah   (Lembarari   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan I,embaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun  2014  tentang
Desa   (Lembaran   Negara   Republik   Indonesia   Tahun   2014
Nomor  123,  Tambahan  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan  Peraturan  Pemerintah Nomor  11  Tahun  2019  tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun    2014    tentang    Desa    (Lembaran    Negara    Republik
Indonesia Taliun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6321);
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5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tchun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan     Menteri     Keuangan     Nomor     222/PMK.07/2020
tentang   Pengelolaan   Dana   Desa   (Berita   Negara   Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor 69/PMK.07/2021
tentang  Perubahan  Atas  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
222/PMK.07/2020   tentang   Pengelolaan   Dana   Desa   (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 718);

RIERTUTUSKAII :

Menetapkan    :   PERATURAN BUPATI TEHTAHG TATA CARA PEMBAGIART DAN
PENETAPAAV     RINCIAH     AIOKASI     DAVA     DESA     TAIIUN
A"GGARAnr 2o22.

BJne I
KFTERTUAN UMUM

Pasal 1

Dalarn Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.   Bupati adalah Bupati sukamara.
2.   Daerah adalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3.   Pemerintahan      Daerah      adalah      penyelenggaraan      urusan

pemerintahan  oleh  pemerintah  daerah  dan  dewan  perwald]an
rakyat  daerah  menurut  asas  otonomi  dan  tugas  pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luaanya dalam sistem dan prinsip
Negara   Kesatuan   Republik   hadonesia   sebagaimana   dinaksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Repub]ik Indonesia Thhun
1945.

4.   Pemerintah   Daerah   adalah   kepala   daerah   sebagal   unsur
penyelenggara      Pemerintahan      Daerah      yang      memimpin
pelaksanaan  urusan  pemerintahan  yang  menjadi  kewenangan
daerfu otonom.

5.   Camat   adalah   kepala   kecamatan   yang   mempunyai   tugas
pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati.

6.   Kecamatan  adalah  wilayah  kelja  Camat  sebagal  Perangkat
Daerah Kabupaten.

7.   Desa   adalah   kesatuan.   masyarahat   hukum   yang   mendlife
batas-batas   wilayah   yap.g   berwenang   untuk   mengatur   dan.
mengurus kepentingan  masyarakat  setempat,  berdasarhan  asal
usul dan adat istiadat setempat yang dialstii dan dihormati dalam
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8.   Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang,   tugas  dan  kewajiban   untuk  menyelenggarakan
rumah    tangga    Desanya    dan    melaksanakan    tugas    dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah

9.   Pemerintahan      Desa     adalah      penyelenggaraan      urusan
pemerintahan      oleh      pemerintah      Desa      dan      Badan
Permusyawaratan   Desa   dalam   mengatur   dan   mengurus
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan
adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah  Desa  adalah  Kepala  Desa  dan  Perangkat  Desa
sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
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11. Badari   Permusyawaratan   Desa   selanjutnya   disingkat   BPD
adalah   Lembaga   yang   merupakan   perwujudan   demokl'asi
dalam  penyelenggaraan   Pemerintahan  Desa  sebagai  unsur
penyelenggara Pemerinta`han Desa.

12. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan. merupakan mitra
Pemerintah Desa dalarn memberdayakan masyarakat.

13. Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah
tim  yang  ditetapkan  oleh  Kepala  Desa  terdiri  dari  unsur
Pemerintah  Desa  (Kepala  Seksi/Kepala  Urusan)  dan  unsur
Lembaga     Kemasyarakatan     Desa     untuk     melaksanakan
Pengadaan Barang/ Jasa.

14.Dana     Perinban.gan     Keuangan     antara     Pemerintah     dan
Prmerintahan. Daerah &dalah suatu sistem pembarian keuangan
yang adil, proporsional, demckratis, transparan, dan efisien dalam
rangha.    pendanaari     penyelengaraan     desentralisasi     dengap.
memperdinbangkan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah serta
besaran pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

15. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya
disingkat    APBD     adalah     Rencana     keuangan     tahunan
pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah   daerah   dan   DPRD   serta   ditetapkan   dengan
peraturan Daerah.

16. Alokasi  Dana Desa,  selanjutnya disingkat ADD,  adalah dana
perimbangari   yang   diterima   Kabupaten   dalam   anggaran
pendapatan dan belanja daerah Katupaten setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

17. Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa,  yang  selanjutnya
disingkat dengari APBDes adalah rencana keuan.gan tahunan
Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh
Kepala    Desa    dan    Badan    Permusyawaratan    Desa,    dan
ditetapkan dengan Peraturari Desa.

18.Rekening    Kas    Umum    Daerah    adalah    rekening    tempat
penyinpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah
dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah
pada bank yang ditetapkan.

19. Rekening  Kas  Desa  yang  selanjutnya  disingkat  RKD  adalah
rekening   tempat   menyimpan   uarig   pemerintah   desa  yang
menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk
membayar   seluruh   pengeluaran   desa   pada   bank   yang
ditetapkan.

20. Aparat   Pengawas   Fungsional   adalah   Inspektorat   Daerah
Kabupaten Sukamara.

BJB 11
PERERAPAN RIHCIAH ADD

Pasal 2
(1)  Alokasi Dana Desa di Kabupaten  Sukamara Tahun Anggaran

2022 sebesar Rp. 42.952.428.900,00 (empat puluh dua milyar
sembilan ratus lima puluh dua juta empat ratus dua puluh
delapan ribu sembilan ratus rupiah).

(2)  Rincian  Alokasi  Dana  Desa  untuk  setiap  Desa di  Kabupaten
Sukamara Tahun Anggaran 2022  dialokasikan secara merata
dan berkeadilan berdasarkan :
a.   Alokasi Dasar (AD) sebesar 70% (tujuh puluh persen) yang

dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
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b.   AI`okasi F`ormula (AF} sebesar 30% {tiga puluh persen) yang
dihitung dengan  memperhatikan jumlah  penduduk  desa,
angka  kemiskinan  Desa,  luas  wilayah  Desa  dan  tingkat
kesulitan geografis Desa.

(3)  Jumlah   Desa  sebagaimana  dimaksud   pada  ayat  (1)   yaitu
sebanyak 29 (-dua puluh sembilan) Desa.

Pacal 3
(1)  Besarnya  ADD  ditentukan  oleh  variabel  Jumlah  Penduduk

Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat
Kesulitan Geografis Desa, deng-an pembobotan sebag,al berikHt:

VARIABEL BOBOT ANGRABOBOT

Jumlah Penduduk Desa 2 0'20
Angka Kemiskinan Desa 3 0,30
Luas Wilayah Desa 2 0,20
Tingkat Kesulitan Geografis Desa 3 0,30

Jumlafi 10 1

{2}  Besamya ADD ditetapkan -dengan menggunakan rumus :

ADDx  =  AD  +   [{(JPx/JPK  *  0,20)   +   (  Jphk/JPMK  *0,30)   +
( LWx/LWK * 0,20) + (IKGx/IKGK * 0,30)} * AF]

ADDx
AD
Jfk
JPK
JPMx
JPMK
LWx
LWK
IKGx
IKGK
AF

Alokasi Dana Desa x
Alokasi Dasar
Jumlah Penduduk Desa x
Jumlah Penduduk Kabupaten
Jumlah Penduduk Miskin Desa x
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten
Luas Wilaych Desa x
Luas Wilayah Kabupaten
Indeks Kesulitan Geografis Desa x
lndeks Kesulitan Geografis Kabupaten
A-lokasi Formula

(3)  Daftar   penerima   ADD   tercantum   dalam   Lampiran   yang
merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Data jumlah penduduk desa, angka kemisk±nan desa, 1uas wilayah
desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagalmana dimaksud
dalam   Pasal   2   ayat   {2)   huruf  b   adalah   data   terbaru  yang
bersumber   dari   kementerian/lembaga/perangkat   dacrah   yang
bervenang menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Ban Ill
PEN"URAN

Pasal 5
(1)  Penyaluran      ADD      kepada      Desa      dilakukan      melalui

pemindahhakuan darn Rekening Kas Umum Daer-ah (RKUD) ke
Rekening Kas Desa (RKD).

(2)  Penyaluran   ADD   ke   RKD   sebagaimana   dimaksud   ayat   (1)
dilaksanakan   secara   bertahap,   dengan   ketentuan   sebagal
berikut:
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a. tahap  I  paling  cepat  bulan  Januari  dan  paling  lambat
minggu  ketiga  bulan  Juni  sebesar    goo/o  (delapan  puluh
persen);

b. tahap 11 paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu
ketiga bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh persen).

(3)  Penyaluran   ADD   Tahap   I   dilakukan   setelch
menyampaikan :
a. Peraturan Desa mengenai APE Desa; dan
b. Laporan  realisasi  penyerapan  dan   capaian

tahun anggaran sebelumnya.
{4)  Penyaluran  ADD   Tahap   11   dilakukan   setel-ah

menyanpaikan :
a. Iaporan   realisasi   penyerapan   dan   capaian

Kepala   Deca

Output   ADD

Kepala  Desa

output   ADD
sampai dengan tahap I;

b. bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan
perkotaan tahun bar-kenaam-; dari

c. Peraturan  Desa  tentang  Laporan  Realisasi  APBDes  Tahun
Anggaran sebelumnya.

(5)  I+aporan realisasi penyerapan dan capaian outry"t ADD sampai
dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
menunjukkan  rata-rata  realisasi  penyerapan  paling  kurang
sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian
keluaran  (output)   menunjukkan paling kurang sebesar 50%
(lima puluh persen).

(6)  Bukei  pembayaran  pajak  bumi  dan  bangunan  perdesaan  dan
perkotaan   sebagainana   dimaksud   pada   ayat   (4)   huruf   b
sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lira persen)  dari pokok
ketetapan pajak bumi dan banqunan perdesaan dan perkotaan
yang dibuREhan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh
Peran9kat Daerah yang menangani pengelolaan pajak daerah.

Pasal 6
(1)  Penyaluran   ADD   kepada   Desa   dari   Rekening   Kas   Umum

Daerah  (RKUD)  ke  Rekening  Kas  Desa  (RKD)   sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah dikurangi
pemotongan  atas pembayaran  iuran jaminan  kesehatan  bagi
kepala desa dan perangkat desa sebesar 1°/o {satu persenj dari
penghasilan tetap perbulan kepala desa dan perangkat desa.

(2)  Pemotongan  sebagalmana dimaksud  pada ayat  (1)  dilakukan
secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.

Pasal 7
(1)  Kepala  Desa  dengan  dikoordinasikan  oleh  Carnat  setempat

menyampaikan   laporan   realisasi   penyerapan   dan   capaian
keluaran (outrytt) ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati
melalui   Kepala   Perangkat   Daerah   yang   menyelenggarakan
urusan    pemerintahan    bidang    keuangan    selaku    Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala
Perangkat      Daerah      yang      menyelenggarakan      urusan
pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(2}  haporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  (oufpuf)
ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. 1aporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran  (oLtfptt{)

ADD tahun anggaran sebelumnya; dan



b. Iaporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran (ouftyttf)
ADD sampai dengan tahap I.

(3)  Laporan  realisasi  penyerapan  dan  capaian  keluaran  (output)
tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)  huruf a  disampaikan  paling lambat bulan Januari  tahun
anggaran berialan.

(4)  Laporan  reaficasi  serapan  dan  capalan  output  ADD  sanpai
dengan  tahap  I  sebagaimana  dimaksud  peda ayat  (2}  huruf b
disanpaikan paling lainbat bulan Juni tahun anggaLran beljalan.

LBas rv
PEHGGunrAAH ADD

Pasal 8
(1)  Pelaksanaan   kegiatan   yang   bersumber   dari   ADD   dalam

APBDesa, dilaksanakan oleh TPK.
{2)  Penggunaan  ADD  digunakan  untuk  mendanai  penyelenggaraan

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinani
kemasyarakatan Desra, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

(3)  Penggunaan   dana   sebagaimana   dimaksud   pada   ayat   (2)
dianggarkan dalam APBDesa.

BJne V
PENGELOLEN

Pacal 9
( 1}  Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan,

pelaksanaan ,           pen atau sahaan ,           p elaporan           dan
pertanggungjawaban.

(2)  Pengelolaan  sebagaimana  dimaksud  ayat  (1)  mengacu  pada
peraturan perundang-undangan.

BAD VI
pERTAVGGonouAWABAN

Pasal 10
(1)  Pertanggungjawaban    penggunaan    ADD    merupakan    satu

kesatuan dengan pertanggungjawaban APBDesa.
{2)  Pemerintah        Desa        wajib        menyampaikan        laporan

pertanggungjawaban setiap tahapan penggunaan ADD kepada
Bupati melalui Camat.

(3)  Dalam     hal     kepala     desa     tidak     dan/atau     terlambat
menyampalkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (3) maka penyaluran ADD tahap I ditunda sampai dengan
disampaikannya   laporan   pertanggungjawaban   penggunaan
ADD Tahun Anggaran sebelumnya.

(4)  Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan
laporan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  ayat  (4),  maka
penyaluran ADD tahap 11 ditunda sampai dengan disampalkarmya
lapolan pertanggung).awaban penggunaan ADD Tahap I.



Ban VH
PEMBIRAAN BAH pENGAWASAnr

Pasal 1 I
(1}  Perangkat      Daerah      yang      menyelenggarakan       urucan

Pemberdayaan    Masyarakat   dan    Desa   wajib    -melahakan
pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD.

(2)  Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),
pembinaan,  monitoring  dan  evaluasi  penggunaan  ADD juga
wajib dilakukan oleh Camat.

{-3}  Pengawasan pe-nge]olaa-n dan pe-nggHm.aari ADD difakukan oleh
Aparat Pengawas Fulngsional Kabupaten.

Ban VIII
KETENTUAN PENUTUP

Paral 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal  26 Januari 2022
BUENI Stu-,

ttd

VINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal  26 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAII
KABUPATEN SUKAMARA,

ttd
RERTD¥ LrsRAHA

BERITA DAERAII KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2022 NOMOR 3
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